Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BITUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun
2025-2045 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan
tahun 2045.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun
2025-2029.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

(1)
(2)

Pasal 2
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

®ropoop

(1)

(2)

(1)

tujuan;

sasaran,

strategi;

arah kebijakan;

program, kegiatan, dan subkegiatan;
indikator dan target kinerja; dan
pagu anggaran indikatif.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun

sebagai berikut:

a. babIyang memuat pendahuluan;

b. bab II yang memuat gambaran pelayanan,
permasalahan, dan isu strategis;

c. bab Ill yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan
arah kebijakan,;

d. bab IV yang memuat rencana program, kegiatan,
subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang
urusan; dan

€. bab V yang memuat penutup.

Ketentuan mengenai uraian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di  bidang perencanaan
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
Renstra Perangkat Daerah.



.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB YV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6
Perubahan  Renstra  Perangkat Daerah  dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

__—Diundangkan di Bitung
7.\ pada’'tanggal 29 Desember 2025
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FARIS DAERAH KOTA BITUNG,
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./ IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 16



